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Abstract: Public trust in government is important because trust is social capital in governance
system as such as relationship between government and businessman. The problems which are
faced by many government as such as Indonesia in this decade are the decline of public trust in
their government. This study is to explain the degree of businessman trust in Bandung City
Government in business licence service delivery. This study based on descriptive-quantitative
methods. Sample size are 100 businessman who were selected by nonprobability sampling with
guotasampling technic. Sample were sampled from member of KADIN Bandung who applyed for
business license in 2001-2005. Research used survey design with questioner and interview as a
primary research instrumnet to collect data. The data were analyzed using descriptive statistic
with central tendency. Results of this study show that businessman trust in Bandung City Gov-
ernment islow or distrusting. Businessman trust islow inlocal government because bureaucrat of
local government have low integrity, commitment, concistency and loyality in business lincence

servicedelivery.
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Masalah fundamental yang dihadapi oleh banyak
negeri dan pemerintah dalam satu dekade terakhir
ini adaah krissdan kemunduran kepercayaan publik
kepada pemerintah (decline of public trust in gov-
ernment). Kepercayaan publik kepadapemerintah,
termasuk ingtitusi-ingtitus dan agens-agens publik
sedang mengalami krisisatau kemunduran di ber-
bagai belahan dunia dan di banyak negara baik
negara-negara sedang berkembang dan berkem-
bang, tidak terkecudi negara-negaramaju (Thomeas.
1998:1, Berg. 2003:11, Kathi dan Cooper.
2005:559). Oleh karenaitu masalah krisisdan ke-
munduran kepercayaan secarameningkat telah men-
jadi perhatianilmuwan sosd dantopik dalam pene-
litian sekarang ini (Misztal. 2001:1, Hinna &
Monteduro. 2003:5, Job. 2005:1), tidak terkecuali
ilmuwan administrasi publik (Thomas. 1998:1,
Nyhan. 2000:90, Bouckaert dan Walle. 2001:13).
Krisisatau kemunduran atau rendah kepercayaan
publik kepadapemerintahnyajugamenjadi masdah
fundamental di Indonesia, baik padaerapemerin-
tahan orde baru yang dianggap sebagai erasentra-

listisdan birokratis, maupun padaerapascaorde
baru yang dianggap sebagai eradesentralistisdan
“demokratis’. Hampir setigp hari kitamembacaten-
tang tindakan tidak dapat dipercaya (untrustwor-
thy action) dari pejabat-pe abat administratif publik
termasuk politisi baik di pusat maupun di daerah.
Dwiyanto, et al, (2002:1) mengatakan bahwapada
awal pascaorde baru yang disebut jugaerarefor-
mad, kepercayaan publik kepadapemerintahmash
cenderung rendah. Krisiskepercayaan publik ke-
pada pemerintah antaralain terkait dengan berbagai
layanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak
sesual dengan harapan publik. Hasil survel PPIM
UIN Jakartatahun 2001 di 16 propinsi di Indone-
saSyadzily dan Burhanuddin. 2003:57). menunjuk-
kan kurangnyarasapercayawargakepadapemerin-
tah seperti lembagapengadilan, polid, parlemendan
lembagarlembagapublik lainnya

Krigsatau kemunduran kepercayaan publik
kepada pemerintah terjadi bukan hanyaterhadap
pemerintah pusat tetapi jugaterhadap pemerintah
daerah. Terhadap Pemerintah Kota Bandung, mi-
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sanya, adaindikas kepercayaan publik rendah. Kri-
sisatau kemunduran kepercayaan publik kepada
pemerintah terutama karena buruknya pelayaan
publik. Haryadi, Direktur Bandung Institut of Gov-
ernance Studies (hasil wawancarapadaKamis, 17
November 2005), mengatakan bahwa rendah
kepercayaan publik kepada Pemerintah KotaBan-
dung karenatindakan dan kebijakan yang dibuat dan
layanan publik yang disel enggarakan oleh Peme-
rintah K otaBandung tidak representatif terhadap
harapan publik. Sementara menurut Abudan,
SekretarisAsosias Perlogaman, JawaBarat (hasil
wawancarapadahari Senin, 21 November 2005),
kepercayaan pel aku usahakepada Pemerintah Kota
Bandung pascaordebaru dalam pemberianlayanan
Ijin usaha (business license service delivery) juga
terindikas rendah karena ekspektasi merekaatas
pemberian layananijin usahayang diberikan oleh
birokrasi Pemerintah K otaBandung tidak sesual
dengan yang merekadapatkan.
Sehubungan dengan fenomena di atas, maka
pertanyaan ddamkgianini ada ah bagaimanatingkat
keti dakpercayaan publik kepada pemerintah dae-
rah? dan determinan apayang menentukan dergjat
kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
Adabanyak sebab dari kemunduran keper-
cayaan publik kepadapemerintah (meskipun dapat
diperdebatkan) seperti kinerjapejabat yang dipilih
atau pemimpinadminigtratif yang jel ek atau ketidak-
puasan publik denganingtitusi-ingtitus pemerintah
(Thomas. 1998:1; Bouckaert danWalle. 2003:334).
Bahkan faktor-faktor determinasi kepercayaan
publik kepada pemerintah adal ah tidak selalu sama
untuk setigp negeri atau budayapolitik dan mungkin
berbeda lintas waktu (Bouckaert dan Walle.
2003:334). Ddamkgjianini penyebab kemunduran
atau defisit kepercayaan publik kepadapemerintah
dilihat dari determinan konten (content determi-
nant) dari kepercayaan. Dengan katalain, untuk
memahami kepercayaan publik maka kajian ini
menggunakan determinan konten (content deter-
minant), jugadisebut determinaninterna (internal
determinant) dari kepercayaan publik. Berdasarkan
telaahteoritik administras publik ditemukan bahwa
determinan konten dari kepercayaan publik adalah
integritas, kompetensi, konsistensi dan loyalitas
(Robbins dan Coulter. 2005:439). Berdasarkan
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determinan konten dari kepercayaan tersebut maka
didefinisikan kepercayaan publik sebagai harapan
positif dari warga(sebagai trustor) bahwabirokras
publik (sebagal trustee) memiliki integritas, kompe-
tend, konastend danloyditassesua dengan hargpan
warga (Nyhan. 2000:88; Hinna dan Monteduro.
2003:5). Harapan (expectation) merupakan satu
elemen penting dari kepercayaan danitu menunjuk
pada “the state reached at the end of the trust
process and which can be either favourable (in
the case of trust) or unfavourable (distrust)”
(Mollering. 2001:13,18).

Penjelasan masing-masing content deter-
minant oleh Robbins dan Coulter (2005:439) ada-
lah; a). Integritas menunjuk padahonesty and truth-
fulness. Birokrat dengan integritas tinggi akan
bekerjadenganjujur dan mengerjakan sebaik-baik-
nyaapayang merekaanggap benar. Sementaraitu
integritas menguatkan kepercayaan publik karena
seorang birokrat yang dalam bekerjamemiliki inte-
gritastinggi adalah birokrat yang dapat dipercaya.
Birokrat dipercayaoleh publik karenajujur dalam
bekerjadan bekerjadengan benar, sebaliknyabiro-
krat tidak dipercaya jika bekerjatidak jujur dan
mengerjakan hal-ha yangtidak benar; b). Kompe-
tens berkenaan dengan pengetahuan dan keteram-
pilan baik teknisdan interpersond yang mendukung
atau menunjuk padakeahlian seseorang. Sementara
itu, birokrat yang kompeten dalam dalam bekerja
pemberian layanan akan meningkatkan kepercayaan
penerimalayanan atau “ bisadipercaya’. Sebab or-
ang akan memercayal birokrasi yang mempunyai
kemampuan dan keterampilan untuk melakukan gpa
yang merekajanjikan. Sebdiknya, publik tidak akan
percaya terhadap birokrat yang tidak kompeten
dalam mengerjakan pekerjaannya; c). Konsistens
berhubungan dengan keandalan (reliability), ke-
mampuan mempredksi (predictability) dan per-
timbangan yang baik (good judgement) dalam me-
nangani Stuas atalmasdah. Kondstend jugasering
dimaknakan sebagai kesesuaian antarakata-kata
atau ucapan dan perbuatan atau tindakan. Birokrat
yang inkonsi sten antarakata-kataatau janji dengan
tindakan atau perbuatan akan menurunkan keper-
cayaan publik. Sebaliknya, menurut Kouzesdan
Posner (1997:88) birokrat yang konsisten antara
janji dengan perbuatan dalam memberi pelayanan
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akan meningkatkan kepercayaan. “Bisadipercayd’
gpabilaperbuatan sesuai dengan atau lebih baik dari
ucapan atau kata-kataatau yang dijanjikan dan; d).
L oyalitasadal ah keinginan untuk melindungi atau
menyelamatkan orang lain baik secarafisk maupun
secaraemosional. Dalam konotasi lain, loyalitas
dapat disamakan dengan komitmen. Bahwabirokrat
yang loya kepadakepentingan publik dalam pem-
berian layanan publik, bagaimanapun, menjadi biro-
krat yang “dipercaya’ oleh publik. Itu tampak dari
perilaku birokrat yang “ menghiraukan kepentingan
publik seiring dengan kepentingan pemerintahitu
sendiri atau win-win solution dengan publik dalam
pembuatan keputusan, Sebaliknya, birokrat yang
tidak loyal kepadakepentingan publik tidak akan
dipercaya

Berdasarkan uraian tersebut makatujuan
penelitianini adal ah untuk mengetahui gambaran
tentang tingkat kepercayaan publik kepada peme-
rintah daerah dan dimensi-dimens yang menentu-
kanmya. Diharapkan hasil dari kajian ini akan
bermanfaat bagi pengembangan teori administras
publik kontemporer (manfaat teoritis), dan masukan
bagi birokrasi untuk memahami dan sekaligus
memperbalki dimensi-dimens kepercayaan publik
dalam rangka merestorasi kepercayaan publik
kepadapemerintah (manfaat prakis).

METODE

Kajian tentang “ K epercayaan Publik ke-
pada Pemerintah Daerah PascaOrde Baru” meng-
gunakan disain kuantitatif deskriptif yang berusaha
untuk menggambarkan tingkat kepercayaan publik
kepada Pemerintah Daerah. Kgjian dilakukan ter-
hadap Unit Pelayanan Terpadu SatuAtap Pemerintah
KotaBandung sebagal pemberi layananijin usaha.
Deskrips dilakukan terhadap dimens content dari
variabel kepercayaan yang terdiri dari integritas,
kompetens, konsstens, danloyalitas. Variabel ke-
percayaan publik diukur dalam skalaordinad dengan
menggunakan Likert’s scale dalam limaskaapoin
respon: 5 berarti tingkat kepercayaan sangat tinggi,
4 berarti tingkat kepercayaantinggi, 3 berarti tingkat
kepercayaan sedang atau netral, 2 berarti tingkat
kepercayaan rendah, dan 1 berarti tingkat keper-
cayaan sangat rendah.
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Karenapendlitianini bersifat kuantitatif sertaber-
maksud mengidentifikas sifat-sifat suatu populas
secaracermat dari sekelompok kecil sampd tentang
kepercayaan publik, makametode pengumpulan
datayang digunakan adad ah metodependlitiansurvel.
Metodeini menggunakan duateknik pengumpulan
datayaitu angket atau kuesioner untuk mengum-
pulkan dataprimer kuantitatif dari pel aku usahayang
tergabung dalam 18 asosias yang terhimpun dalam
KADIN Bandung dengan populasi diperkirakan
sebanyak 2005 yang mengurus ijin usaha pada
periode 2001 s/d 2005 (diolah dari Lembaga
Pengembangan JasaK ongtruks Daerah JavaBard,
pengakuan yang diperoleh meldui telepon, dan dari
bapak Aang Pegawal KADIN KotaBandung; Nota
DinasUnit Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kota
Bandung, tanggd 28 Pebruari 2006). Sampel diten-
tukan dengan menggunakan penarikan sampel
nonprobabilitas (nonprobability sampling designs)
dengan teknik quota sampling. Kriteriapenarikan
anggotasampel dari populas addah memiliki karak-
teristik yang sesual dengan populas dan merepre-
sentad setigp jenisusahayang terhimpun dalam aso-
siasi. Berdasarkan kriteria tersebut maka dalam
penditian lgpanganterlacak sampd terpilih sebanyak
100 orang yang ditetapkan secaratidak proporsiona
tetapi dalam jumlah yang relatif sama mewakili
masing-masingasosas.

Sementaraitu, teknik wawancaradigunakan
untuk mengumpulkan datakuditatif dari informan
kunci (key informants) dalam pemberian pelayanan
Ijin usahaseperti halnyape abat-pe abat dari Unit
Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Dinas Perindus-
trian dan Perdagangan Pemerintah K ota Bandung.
Informankunci ditetgpkan secarapurposf (purpsive
sampling).

Untuk menjamin kelayakan data maka
indrumenharusvdiddanrdiabd. Uji vaiditasingru-
men pengukuran menggunakan uji inter item dengan
uji product-moment correlation atau Pearson r
dengan terlebih dahulu meningkatkan skalaordina
menjadi interval melaui succesive interval method.
Uji vaiditasinstrumen alat ukur (kuesioner) untuk
variabel kepercayaan dilakukan kepada 30 orang
responden dan dari hasil analisis diperoleh nilal
koefisenkorelas =1,  atau = 0.3 sehinggaitem
pertanyaan yang digunakan adalah valid. Uji



170

reliabilitas alat ukur menggunakan metode
Cronbach. Hasil uji reliabilitas atas data dari 30
responden menunjukkan koefisenrdiabilitas = 0.7.
sehinggadat ukur adaah reliabdl.

Datahas| penditianyang vaid danrdiabd
dianalisisdengan statistik deskriptif dengan menen-
tukan central tendency. Untuk analis's, makakate-
gori disederhanakan menjadi tigakategori dimana
opsi 4 dan 5 menggambarkan kepercayaan tinggi
(high trust) atau kadang-kadang disebut tidak
percaya(distrust), ops tigamenggambarkan netrd,
sedangkan ops 1 dan 2 menggambarkan keperca
yaan rendah (low trust) atau kadang-kadang disebut
percaya (trust).

HASIL

Tingkat kepercayaan pel aku usahakepada
Pemerintah K otaBandung menunjukkan tendens
pusat padakategori tidak percaya (distrust) atau
kepercayaan rendah (low trust) dapat dilihat pada
tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kepercayaan Publik kepada Pemerintah
KotaBandung (n=100)

Kepercayaan rHetral Keper:ayaan
Fendah Tirgoi
=4) () =)

45 FZ 23

Sumber: Pengolahan datatahun 2006

K etidakpercayaan publik kepadapemerin-
tah terjadi karenaadaketidaksesuaian antarahara-
pan yang didambakan (das sein) dan kenyataan yang
didapatkan (das solen) daam hal integritas, loyditas,
kompetens dan konsistens birokrat dalam layanan
ijin usaha. Oleh karenaitu kebijakan dan layanan
publik yang diberikan oleh birokrasi Pemerintah
K otaBandung kurang dipercayaoleh pelaku usaha
sebagai kebijakan layanan publik yang pro kepen-
tingan mereka. Apayang dijanjikan oleh birokrat
tentang layananijin usshamenjadi kurang dipercaya
oleh peaku usahakarenaseringkali tindakan birokrat
tidak sesuai dengan ucapannya.

Sebagai contoh, KepaaK antor Penanaman
Modal Daerah KotaBandung Dandan RizaWar-
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danamengatakan bahwaupayamendatangkan in-
vestor terus dilakukan dan gunamenarik investas
baruini diperlukan terobosan yang krestif danino-
vatif. Cara-carayang dilakukan oleh Pemerintah
K otaBandung ada ah dengan memberi fasilitas, in-
sentif sertamempermudah ijin. Kemudian Ketua
Kadin KotaBandung, Herman Muchtar, menga-
takan bahwakemudahanijinini menjadi dayatarik
bagi investor untuk berinvestas dan Pemerintah
K otaBandung harusberani berpromos kaau proses
ijin di Kota Bandung sebenarnya sangat mudah.
Tetapi gpayang didapat dalam praktek, kemudahan
untuk mengurusijin baru sebataswacanakarenape-
laku usshamengatakan bahwapengurusanijinmash
jauhdi ataswaktu dan biayayang sudah ditetapkan.
SEbagai contoh, lamanyawaktu penyeesaianijin
usahaseperti ijinlokad, ijin peruntukan penggunaan
tanah, ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan/ijin
tempat usahatel ah ditetapkan maksimum 12 hari
terhitung setelah persyaratan dipenuhi (Pemerintah
KotaBandung Unit Pelayanan Satu Atap. 2005:3-
14) tetapi dalam kenyataannya sering kali jauh
melebihi dari waktu yang ditetapkan tersebut.

Menurut CeceHidayat, KepaaUnit Laya
nan Satu Atap K otaBandung (wawancaratanggal
21 Mei 2006), rendah kepercayaan pelaku usaha
kepadabirokrat pemberi layananijin usahadi Kota
Bandung disebabkan ol eh faktor manusiadan non
manusia. Faktor manusia atau aparat birokras
pemberi layananijin usahabanyak disorot sebagal
sal ah satu faktor penyebab mengapa pel aku usaha
sulit dan lama mendapatkan ijin usaha. Pada hal
faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah
peraturanyang adayang berkaitan dengan pemberian
ijin usahadan faktor kelembagaan. Baga manapun,
aparatur birokrasi akan patuh dan tunduk untuk
menyelenggarakan layananijin berdasarakan pada
aturan yang ada dan merekatidak mau melanggar
aturantersebut. Sementarakel embagaan birokratis
yang terlibat dalam penyd enggaraan atau pemberian
layananijinyang terlau panjang dantidak terintegras
tidak akan efektif memberi layanan publik
berkualitas.

Sementara itu, dimensi atau determinan
konten dari kepercayaan publik atau dimens inter-
na yang menentukan kepercayaan publik terdiri dari
integritas, kompetens, konsistensi, dan loyalitas
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birokrasi pemerintah dalam pemberian layananijin
usaha. Hasl| penditian menunjukkan bahwasemua
dari determinan konten dari kepercayaan berada
pada kategori rendah/sangat rendah dapat dilihat
padatabel 2 s/dtabel 5.

Tabel 2. Integritas Birokrasi Pemerintah KotaBandung (n=
100)

Dergiat Kapa avaan %
Sangat TinggirTinggi 1%
Merengah 24
FendahifiSangat Rendah b3

Sumber: Hasil pengolahan data 2006.

Integritashirokras Pemerintah KotaBan-
dung dalam pemberian layananijin usahacenderung
menunjukkan tendens pusat padakategori rendah/
sangat rendah (Tabel 2). Integritas birokrasi
Pemerintah K otaBandung dalam pemberian|ayanan
ijinterlihat dari kekurangjujuran birokrat ketika
memberikan layanan ijin usaha dan keengganan
birokrat mengatakan apayang sebenarnyaketika
merekamenyampaikaninfomas tentangijin usaha
Birokrat yang tidak jujur dan tidak memberikan
layanan dengan benar tentu tidak akan mendapat
kepercayaan dari publik.

Kompetensi birokrasi Pemerintah Kota
Bandung dalam pemberian layanan ijin usaha
menunjukkan tedens pusat padakategori rendah/
sangat rendah (Tabel 3).

Tabel 3. Kompetensi Birokrasi Pemerintah K otaBandung
(n=100)

Dergiat Kapait sya an %
Sangat Ting i Tincgi P
Metiengah 5
FendahsSangat Fendah 44

Sumber: Hasil pengolahan data 2006.

Kompetens birokras pemberi layananijin
usahaPemerintah K otaBandung dalam pemberian
layanan ijin usahamenunjukkan indikasi rendah/
sangat rendah karena sebagian besar dari birokrat
yang berada di font-line berpendidikan sekolah
menengah atas dan kurang mendapatkan pel atihan
khusustentang carabagamanamemberikanlayanan
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berkuditas. Oleh karenaitu parape aku usahatidak
percayabahwaketikamembuat keputusan mereka
menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada
kepentingan pel aku usaha. Pelaku usahatidak per-
cayakarenakeputusan-keputusan yang merekabuat
tidak menyentuh aspiras, kebutuhan, preferens dan
kepentingan pel aku usahaatau sikap dan perilaku
birokrat dalam pemberian layananijin usahacen-
derung mengabakan aspiras dan kepentingan pelaku
usaha. Inkompetensi birokrat dalam pemberian
layanan publik akan menurunkan kepercayaan
publik.

Kongstens birokras Pemerintah KotaBan-
dung dalam pemberian layanan ijin usashamenun-
jukkan tendens pusat padakategori rendah/sangat
rendah (Tabel 4). Ini menunjukkan inkonsistens
daam pemberianlayananijin usaha. Inkonsistens
birokrasi Pemerintah K otaBandung tampak akibat
prosesdan prosedur layananijin usshamenunjukkan
“red tape” dan salah satunyaadalah berbelit-belit.
Menyangkut tentang tarif atau biaya dan waktu
penyelesaianizin usahadi KotaBandung hinggase-
karang ini sangat menunjukkaninkonsstens. Mes-
kipun keduanyatelah diatur secaraeksplisit daam
peraturantetapi kenyataan pelaksanaan di lapangan
berbeda (Bujet. 2003: 26). Ddam ha lamanyawak-
tupenyelesaianijin usaha, misanya, telah ditetapkan
12 hari.

Tabel 4. Konsistensi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung
(n=100)

Dergiat Kepai ayaan %
Sangat Ting girTingg 25
Menengah 4
Sangat Rendah/Fendah 41

Sumber: Hasil pengolahan data 2006.

Tetapi dalam kenyataannyasering kali jauh
melebihi dari waktu yang ditetapkan. Oleh karena
itu pelaku usahasering terombangambing oleh waktu
penyel esai an dan ketidakpastain waktu akan meru-
gikan pelaku usaha. Demikian jugameskipuntelah
ditetapkan besarnyabiayatetapi pel aku usahacen-
derung mengel uarkan biayajauh melebihi dari yang
ditetapkan. Biayapengurusan perijinan bisaberlipat
gandajikaingin mendapatkan layanan yang cepat
dan ramah (Dewan Pengembangan Ekonomi Kota
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KADIN KotaBandung, 2006). Inkonsstens antara
ucapan atau janji dengan tindakan atau perbuatan
menurunkan kepercayaan publik dan “ bisadiper-
caya’ apabilaperbuatan sesuai dengan atau lebih
baik dari ucapan atau kata-kataatau yang janji.

Akhirnya, loyalitasbirokrasi Pemerintah
K otaBandung dalam pemberian layananijin usaha
menunjukkan tendens pusat padakategori rendah/
sangat rendah (Tabd 5).

Tabd 5. LoyditasBirokras Pemerintah KotaBandung (n=100)
Darglat Kapaiayaan %4
Sangat TinggifTingoi 25
Menendgah 32
FendahiSangat Rendah 12

Sumber: Hasil pengolahan data 2006.

Untuk ituloyditasbirokras dalam memberi layanan
ijin usahakurang dirasakan oleh parape aku usaha.
Itu dirasakan dari kekurangmauan merekadalam
pemberianlayananijin usahauntuk melindungi atau
membel adan mengutamakan atau mendahul ukan
kepentingan pel aku usaha, seperti dalam penye-
|esalan masd ah persyaratan dan prosedur ijin usaha.
Penyd esaian cenderung “win-lose solution” dimana
“win” bagi birokrat dan“lose” bagi pelaku usaha
dan ha itu tentu dirasakan merugikan bagi pelaku
usaha. Kecenderungan yang terjadi ialah loyalitas
birokrat lebih kepada kepentingan pemerintah
sementara kepentingan pelaku usaha sering
diabaikan. Pelaku usahamerasakan bahwakepen-
tingan pemerintahitu sendiri (the self-interests gov-
ernment) menjadi prioritas nyata daripadakepen-
tingan pelaku usaha. Sementarabirokrat yang tidak
loyd kepada kepentingan publik dalam pemberian
layanan publik, bagaimanapun, menjadi “tidak
dipercaya’ oleh publik.

Jadi, tingkat kepercayaan pel aku usahater-
hadap integritas, loyalitas, kompetensi dan kon-
sstend birokrat dalam pemberianlayananijin usaha
adalah rendah/sangat rendah. Pelaku usahamera-
sakan bahwabirokrat pemberi layanan ijin usaha
kurang atau tidak memiliki integritas, loyalitas,
kompetensi dan konsistensi yang sesuai dengan
pengharapan merekaketika merekamemberikan
layananijin usaha. Pelaku usshamenghendaki pem-
beri layananijinusshamemiliki integritastinggi yakni
merekabekerjajujur dan dipercaya. Pelaku usaha
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ingin agar pemberi layananijin usahabekerjatulus,
etisdan memiliki prinsip. Merekajugamemiliki
kompetens yang menyangkut padakemampuan dan
keterampilan teknis dan keterampilan profesional
ddam memberikan layananijin usaha. Pelaku usaha
jugaberpenghargpan agar pemberi layananijinusaha
lebihloyal kepadamerekadengan mengutamakan
kepentingan merekadalam pemberian layanan.

PEMBAHASAN

Hasi| studi tentang kepercayaan pelaku usa
haterhadap Pemerintah K ota Bandung menunjuk-
kan kategori rendah/sangat rendah. Rendah
kepercayaan pd aku usahakepadapemerintah Kota
Bandung disebabkan integritas, kompetensi,
konsstens danloyditassebagal diterminan konten
dari kepercayaan publik ketikamemberi layananijin
usahajugadinila oleh pelaku usahadalam kategori
rendah/sangat rendah. K etika pelaku usahaberu-
rusan dengan birokrat pemerintah dalam mengurus
Ijin usaha, mereka cenderung tidak mempercayai
birokrat pemberi layananijin usahakarenamereka
merasakan bahwalayanan yang merekaterimajauh
dari yang merekaharagpkan. K etidaksesuaian antara
harapan pel aku usahadengan kenyataan |ayanan
yang mereka terima membuat birokrat pemberi
layananijinusahatidak memiliki kredibilitasdi mata
merekadan birokrat yang tidak memiliki kredibilitas
tidak dipercaya. Ketika pelaku usahamengetahui
bahwa pemerintah tidak memiliki kredibilitas (atau
tidek kredibd), hd itu akan menimbulkan citranegatif
atau snisterhadap birokrat publik. Orangyang sinis,
jelastidak percayaterhadap institusi yang disinis
(Kouzesdan Posner. 1997: 60, 72).

Dadamstuas dimanaadacitranegatif publik
kepadabirokrat Pemerintah yang membuat keper-
cayaan mereka kepada pemerintah adal ah rendah,
maka setigp kebijakan dan tindakan layanan publik
yang merekabuat dan perilaku pemberian layanan
publik yang merekaberikan tidak akan memuaskan
mereka. Pemberian layanan publik yang tidak
memuaskan publik akan mengakibatkan Pemerintah
Daerah kehilangan kepercayaan dari publik atau
warga. Bilawargamempunyai pandangan negatif
terhadap pemerintah secara umum, pandangan
tersebut bisamenghasilkan interaks negatif yang
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digambarkan sebagai “birokras yang tak bernama
dantak berwgah”. Di waktu yang sama, biasanya
sikap negatif bisamenghasilkan kepercayaan yang
lebih sedikit kepada individu yang bekerja di
dalamnya. Oleh karena itu rendah kepercayaan
pelaku usahakepadabirokras pemberi layananijin
usahadi KotaBandung akan berdampak terhadap
ketidakpercayaan merekakepadaingtitus-institusi
dan ageng-agend publik Pemerintah KotaBandung
lainnya. Umumnya, wargadengan tingkat keper-
cayaan yangtinggi kepadasatu ingtitus atau agens
pemerintah daerah jugacenderung untuk percaya
kepadainstitusi atau agensi pemerintah lainnya.
Sebdiknya, ketikawargatidakpercayakepadasuatu
indtitus atau agens pemerintah daerah akan berelas
terhadap keti dakpercayaan merekakepadaingitus-
inditus atauagend-agend pemerintahdaerahlainnya
(Bouckaert danWalle. 2001:13). Tetapi jugaterjadi,
Jjikaorang mempercayai yang lain secaraumum,
merekaakan terusuntuk percayasekalipun kinerja
yanglainituburuk (Job. 2005:1).

Rendah kepercayaan pel aku usahakepada
Pemerintah Kota Bandung menunjukkan ada
gangguan hubungan kepercayaan (trust relation-
ship) antara pelaku usaha sebagai principal atau
sebagai trustor (truster) dan pemerintah sebagai
agency atau trustee. Dalam perspektif strategis,
untuk mengatakan bahwa pelaku usaha percaya
birokrat pemerintah dalam beberapakonteksberarti
bahwa pel aku usahaberpikir bahwabirokrat peme-
rintah dapat dipercaya oleh pelaku usaha dalam
kontekstersebut. Pelaku usahapercayabirokrat pe-
merintah karena pel aku usahapikir adal ah kepen-
tingan birokrat pemerintah untuk mengurus kepen-
tingan pel aku usahadalam persoa anyang relevan.
Ini tak hanya sekedar mengatakan bahwabirokrat
pemerintah dan pelaku usahamempunyai kepen-
tingan yang sama. Birokrat pemerintah mempunyal
kepentingan untuk menyelesaikan kepentingan
pelaku usahakarena, secarakhusus, birokrat peme-
rintah ingin hubungan terusberlanjut. Birokrat peme-
rintah menilai penting kelanjutan dari hubungan
keduanyadan jugamempunyai kepentingan yang
membawa kepentingan pelaku usaha dalam per-
hitungan. Tetgpi justru birokrat pemerintah mengkap-
aulisas kepentingan pel aku usahada am kepentingan
birokrat pemerintahitu sendiri.
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Terkait dengan gangguan hubungan keper-
cayaan (trust relationship), maka publik sebagai
principal dan sebagai trustor (truster) tidak per-
cayakepadabirokrasi publik sebagai agency dan
sebagal trustee sebab mereka merasakan bahwa
agency bertindak dalam satu carayang tidak kon-
sisten dengan kepentingan principal. Padahal or-
ang percayahanyaketikamerekaberfikir bahwa
kepentingan mereka adal ah kongruen (samadan
sebangun) dengan sigpayang merekaakan percaya
(Duffy, et d. 2003:5). Umumnya, dalam kelompok
yang punyakepercayaan tinggi, anggotalebih ter-
bukatentang perasaan, anggotamengalami keje-
lasan yang | ebih besar tentang masal ah dan tujuan
kelompok, anggotamencari lebih banyak jaur tin-
dakan aternatif, dan anggotamel aporkan tingkat
yanglebihtinggi ddam pengaruh bersamaatashasil,
kepuasan dengan pertemuan, motivas untuk melak-
sanakan keputusan, dan hubungan erat sebagai tim
manajemen yang merupakan hasil pertemuan
(Kouzes dan Posner. 1999:230). Sebaliknya, or-
ang memiliki kepercayaan rendah ketikamerekaber-
fikir bahwa kepentingan mereka adalah kurang
kongruen dengan sigpayang merekaakan percaya.
Tetapi itu tidak terjadi antara pelaku usaha dan
birokrat Pemerintah K otaBandung dalam pemberian
layananijin usaha. K etikapemerintah mengurus ke-
pentingan pelaku usaha, yang mereka dapatkan
adalah seringkali mereka lebih mengutamakan
kepentingan merekasendiri ketikamerekamemberi
layanan publik khususnyapemberian layanan ijin
usaha. Artinya, bilamana“kepentingan“ birokrat
pemerintah terpenuhi barulah merekamemberikan
layanan primakepada pelaku usaha. Oleh karena
itu hubungan kepercayaan pelaku usaha kepada
pemerintah berlanjut hanyabilaterpenuhi “ kepen-
tingan® birokrat pemerintah ketikamerekamembe-
rikan layanan publik kepada pelaku usaha. Ketika
birokrat atau aparatur birokrasi memberi layanan
publik, adakecenderungan merekalebih melayani
jikaterkait dengan kepentingan diri sendiri daripada
kebutuhan dari klien.

Dengan katalain, birokrat akan memberi
layanan primasdamaterpenuhi “kepentingan” me-
rekadibalik pemberian layanan tersebut. Motivas
merekabekerjatidak untuk memberikan layanan
publik, tetapi untuk kepentingan pribadi. Sementara
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dari penditianyang dilakukan oleh Bandung Institut
of Governance Studies(2002:151) terhadap proses
pengurusan ijin perumahan di KotaBandung dite-
mukan bahwamotivas birokrat untuk melayani
publik hanya 40%. Sisanya sebesar 60% bukan
motivas untuk melayani publik, melainkan motivas
untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya
di lahan yang basah. Temuan di atas sesuai dengan
teori pilihan rasiond dimanatindakan perseorangan
mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan
jugatindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan
(preferend). Aktor memilih tindakan yang dapat me-
maks mal kan kegunaan atall yang memuaskan ke-
inginan dan kebutuhan mereka. Aktor dipandang
sebagal manusiayang mempunyal tujuan ataumem-
punya maksud. Artinya, aktor mempunya tujuandan
tindakannyatertuju kepadaupayauntuk mencapai
tujuanitu. Aktorpun dipandang mempunyai pilihan
(ataunilal, keperluan) dan setigp tindakannyaditu-
jukan padaupayauntuk memenuhi pilihanitu. Teori
pilihanrasiona tak menghiraukan gpayang menjadi
pilihan atau apayang menjadi sumber pilihan aktor.
Yang penting adalah tindakan dilakukan untuk
mencapal tujuanyang sesua dengantingkatan pilihan
aktor (Ritzer dan Goodman. 2004:357,394).
Rendahtingkat kepercayaan publik kepada
birokras pemerintah akan membawakesulitan bagi
birokras untuk melakukan kerjasama (cooperation)
dan kolaborasi (collaboration) dengan warga,
khusus daam pelayanan publik. Tetapi sebaliknya,
kepercayaan membawakerjasamadan kolaboras
antara pemerintah dan warga dalam kegiatan ad-
ministratif publik seperti halnyadalam pelayanan
publik (Harisdo dan Stenvall. 2002:8). K eberhadlan
hubungan kerjasamaantarawargadan pemerintah
membutuhkan kepercayaan publik Nyhan. 2000:90
dan Shdlton. 2002:13). Sementarahubunganinisatif
kolaboratif memerlukan kepercayaan. Pernyataan
seperti, “ Trust and respect is important if collabo-
ration is to be succesful an enjoyable” adalahtipi-
kal danindikas bahwaeksstens dari kepercayaan
antarapemerintah dan wargaada ah dilihat sebagai
suatu faktor keberhasilan penting (Vangen dan
Huxham. 2003:13). Dalam perspektif moralistik
sangat jelasjikadapat memilih makaorang akan
mencoba untuk menghindari kolaborasi dengan
merekayang tidak mereka percaya. Jikamereka
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tidak dapat memilih maka akan ada biaya ekstra
untuk kerjasamadan untuk warga. Agar yakin bah-
walayanan publik yang diberikan dipercayamaka
kitaharus berkeyakinan bahwabirokrat pemberi
layanan publik cakap. Kaau penerima layanan
publik tidak berkeyakinan atau meragukan kemam-
puan birokrat pemberi layanan publik makalayanan
yang diberikan dianggap sebagal layanan yang tidak
berkuditasdan tidak memuaskan. Kesesuaianantara
kata-kataatau yang dijanjikan dengan perbuatan
yang dilakukan merupakan saranayang digunakan
untuk menilai konsistensi pemberi layanan publik.
Kalau pemberi layanan publik memeluk satu
rangkaian nilai tetapi secara pribadi memprak-
tekkan nilai lainnya, maka mereka dipandang
sebagal orang yang menduadan menjadi kurang
dipercaya.

Dengandemikian, berfungsinyalayanan pu-
blik dengan buruk dianggap sebagai penyebab
ketidakkepercayaan publik kepada pemerintah.
Sebdiknya, berfungsinyalayanan publik denganbaik
dikatakan memengaruhi warga untuk percaya
pemerintah. Di erareformas atau pascaordebaru
atau eraotonomi daerah sekarangini dimanapenye-
lenggaraan pemerintahan dan administrasi publik
lebih demokratis, tentu warga diharapkan lebih
percaya kepada pemerintah (Rose-Ackerman
(2001:1; Misztd. 2001:1). Ddamiklim demokratis,
wargaatau publik seperti pelaku usahaberharap
akan terjadi perubahan peningkatan kualitas pem-
berian layanan publik seperti halnya pemberian
layananijin usahaoleh birokrat Pemerintah K ota
Bandung. Tetapi, umumnyawargamula memper-
tanyakannila yang merekaperolehaaslayananyang
diberikan atau disediakan oleh instans-instans atau
agen-agen Pemerintah Daerah. Kelihatannyawarga
tidak puasataskualitaslayanan publik yang dibe-
rikan oleh birokrat pemerintah. Ini tampak dengan
jelas secarakhusus dalam pemberian layanan ijin
usaha berkenaan dengan persyaratan, prosedur dan
tata cara, kepastian biayadan waktu penyelesaian
layanan. K etika pel aku usahamengurusijin usaha,
mereka cenderung merasakurang puas. K etidak-
puasan dengan layanan publik padagilirannyaakan
berpengaruh terhadap peningkatan ketidakper-
cayaan kepadaingtitusi-institus publik termasuk
ingtitus pemberi layanan publik (Berg. 2003:11).
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Tingkat kepercayaan publik kepada suatu
organisas memengaruhi tingkat penggunaan dan
pemakaian layanan dari organisad tersebut jikaada
pilihan. Dalam hal adaadabebergpapilihan, sebagai
contoh dengan rumah sakit, sebagian partispan akan
memilih rumah-sakit yang mereka pikir akan
menyediakan kualitas perawatan terbaik. Tetapi
bilamanatidak adadternatif, sebagal contoh dengan
beberapa layanan dewan daerah atau polisi atau
instansi/dinas/unit daerah pemberi ijin, warga
menghindari kontak dengan merekaatau layanan
yang tidak merekapercayai, kecuali benar-benar
perluatau esensid. Ini akan mempunyai pengaruh
langsung kepada seberapabaik [ayanan memenuhi
kebutuhan komunitasyang lebih luas—terutamabila
orang kurang berkemauan untuk membantu layanan,
sebagal contoh polis, dalam melgporkan ke ahatan
atau bertindak sebagal saks mata. Konsekuend lain
dari kurangnyakepercayaan publik kepadalayanan
ada ah kewaspadan publik yang lebih besar, sebagai
contoh dalam ha yang berkenaan dengan pengum-
pulaninformas yang relevan, membuat |gporantetap
untuk “menutupi” diri merekasendiri, dan menanya
kan pertanyaan tambahan. Daam pengertianini ke-
munduran kepercayaan membebankan beban tam-
bahan yang tidak perlu, baik bagi penggunalayanan
(service users) maupun penyedialayanan (service
providers) (Duffy et al. 2003:4).

K epercayaan publik diperlukan oleh peme-
rintah dan adminigtrator publik untuk membuat kepu-
tusan-keputusan yang mengikat dan untuk meman-
faatkan sumber-sumber untuk mencapai sasaran-
sasaran sosietal (Harisalo dan Stenvall. 2002:7,
Kathi dan Cooper. 2005:2). Kepercayaan publik
kepada pemerintah adal ah penting sebab central
to the receiving of support for the creation and
implementation of public policies, and subse-
quently for effective, cooperative compliance
(Gordon. 2000:1) dan street-level bureaucrats
depend on public trust in delivering services
(Thomas. 1998:168). Bagi pejabat-pejabat publik,
kepercayaan publik adal ah sentra bagi penerimaan
dukungan untuk memformulas dan mengimplemen-
tas kebijakan dan layanan publik dan bagi kerelaan
untuk melakukan kerjasama (Gordon. 2000:297).
Adanya kepercayaan publik kepada pemerintah
merupakan prasyarat yang sangat penting untuk
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mengga ang dukungan yang luasbagi tindakan dan
kebijakan pemerintah, tidak terkecuai ddam pem-
berian |ayanan publik. Kepercayaan publik kepada
padapemerintah ada ah perlubagi pemimpin politik
untuk membuat keputusan yang mengikat dan me-
ngerjakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan-
tujuan kewargaan (Kathi dan Cooper. 2005:2).
Tanpakepercayaan publik makapemerintah atau
administrator publik tidak akan dapat bekerja
dengan baik sebab publik lebih sukamendukung dan
menerimatindakan dan keputusan pemerintah yang
merekapercaya.

Rendah kepercayaan wargapadapemerin-
tah beresiko terhadap sikap publik terhadap peme-
rintah. Padatingkat makro, ketidakpercayaan publik
pada pemerintah tidak akan memberikan legitimas
bagi keputusan pemerintah. Jkarendah kepercayaan
publik kepadapemerintah makalegitimas pemerin-
tah dan birokras publik menjadi rapuh di matapu-
blik. Jikarendah kepercayaan publik kepada pe-
merintah makalegitimasi publik atas kebijakan-
kebijakan dan keputusan-keputusan pemerintah
akanterganggu. Sebaiknya, jikapublik “percaya’
pemerintah maka mereka akan mendukung dan
menerimatindakan dan keputusan kebijakan peme-
rintah yang merekapercayai. Jkawargapercaya
kepada pemerintah makawargaberkemauan untuk
memberikan legitimasi pemerintah dan atas ke-
bijakan publik dan tindakan-tindakan administratif
yang merekabuat. Seperti dikemukakan oleh Gra-
ham (2005:17) bahwa*“ The extent and degree of
public trust is a key indicator of the legitimacy
of public institutions”. Bagaimanapun, legitimasi
birokrasi publik menjadi rapuh di matapublik jika
birokrat publik gaga menempatkan dirinyamenjadi
institus yang dipercayamemperjuangkan kepen-
tingan publik dalam formulasi dan implementasi
kebijakan publik, jikakepentingan penguasacende-
rung menjadi sentral dan menjadi kriteriadominan
dari tiap perilaku birokrasi publik di tingkat |okal
sementarakepentingan publik tergusur danmargind.
Jikademikian makatidak berlebihan jikapublik
menjadi tidak percayaterhadap apayang dilakukan
oleh pemerintah. Setiap apayang dilakukan oleh
pemerintah yang tidak sesual dengan hargpan publik
berarti pemerintah kehilangan kepercayaan publik
(Dwiyanto. 2002:12) dan Rose-Ackerman (2001:14)
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mengatakan, “If people feel that their own views are
being ignored, they may distrust government”.

Jadl, ketidakpercayaan publik menjadi satu
faktor penting dalam penol akan publik atas keputu-
san yang dibuat oleh pemerintah. Jikapemerintah
tidak dipercaya, maka apapun keputusan yang
merekabuat tidak akan dipercayadan diterimaoleh
warga sebagal keputusan yanag terbaik untuk
kepentingan mereka. Jkapublik merasakan bahwa
ketikapemerintah membuat keputusan, pemerintah
tidak menempatkan prioritasyang lebih tinggi pada
kepentingan publik tetapi untuk kepentingan peme-
rintahitu sendiri atau kelompoknya, makatindakan
itu akan membuat publik tidak percaya kepada
pemerintah. Laporan OECD menunjukkan bahwa
loss of trust increases the costs of governance,
loss of trust pushes government out of equilib-
rium, loss of trust is a hindrance to reform
(Harisalo dan Stenvall. 2002:8). Tentu di samping
resiko dari ketidakpercayaan, jugaterlihat keun-
tungan dari kepercayaan kepadapemerintah. Bahwa
kepercayaan publik menjadi satu faktor penting
ddam penerimaan publik ataskeputusan yang dibuat
oleh pemerintah. K epercayaan membantu peme-
rintah untuk bertindak tanpaterpaksamenggunakan
paksaan atau kekerasan. Jkapemerintah dipercaya,
makaagpapun keputusan yang dibuat akan dipercaya
dan diterimaoleh wargasebagai keputusan yanag
terbaik untuk kepentingan mereka. Dengan demi-
kian, kepercayaan perlu untuk berfungsinyarelas
pemerintah-warga. K epercayaan padapemerintah
menjadi aspek penting dalam membangun hubungan
pemerintah-warga. K epercayaan adalah salah satu
bentuk modal sosial (social capital) dalam men-
ciptakan hubungan harmonisdan kooperatif antara
pemerintah danwargasehinggahd itumemiliki nila
dan perlu dikembangkan dan dipelihara oleh
organisas (Moreland dan Levine.2002:195).

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa
pekerjaan merestorasi, memeliharadan mening-
katkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan
adminigtrator publik harusmenjadi fokusdari teori
danrisetdigplinilmuadminigtras publik. Hertingdan
Hamon, dengan jel as mengatakan bahwakeperca-
yaan publik merupakan “a key element in public
administration”. Mereka mengatakan bahwa
“while public trust is the beneficial outcome of
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good Public Administration, winning the indi-
vidual citizen’s confidence in government trans-
actions is a necessary means to achieving that
outcome. We see trust associated with coopera-
tion, teamwork, compliance, lawfulness,
voluntarism and creativity, all necessary ingre-
dients for social stability. We connect distrust to
apathy, detachment, alienation, carelessness,
malicious compliance, and worse” (Herting dan
Hamon. 2007:55). Sehubungan dengan hd tersebut,
masyarakat administrasi publik, baik penstudi
maupun pelaku, khususnya di Indonesia, harus
memberi perhatian sertamengkgi secaraintendf dan
ekstensif terhadap kepercayaan publik agar terus
terpeliharadan tidak kehilangan kepercayaan publik
karenamerupakan determinan penting dari tindakan
dan kerjasamadi sektor publik.

SIMPULAN

Tingkat kepercayaan pel aku usahakepada
Pemerintah K otaBandung daam pemberianlayanan
ijin usaha berada dalam kategori rendah/sangat
rendah. Hasl| tidak sebanding antara harapan dan
kenyataan kinerja aktual pelayanan birokrasi
Pemerintah K otaBandung atau ketidakyakinan dan
ketidakpuasan pelaku usaha dengan outcomes
pemberian layananijin sahaberkontribus terhadap
rendah/sangat rendah kepercayaan pelaku usaha
kepadapemerintah. Oleh karenarendah/sangat ren-
dah kepercayaan pel aku usaha kepada Pemerintah
K otaBandung dalam pemberian layananijin usaha
makakebijakan apapun yang dibuat oleh birokras
Pemerintah Kota Bandung berkenaan dengan
layananijin usahatidak dipercayaoleh pel aku usaha
sebagal kebijakan layanan publik yang pro ke-
pentingan merekakarenabirokras pemberi layanan
ijin usahatidak memiliki kredibilitasdi matapel aku
usahaatau dalam diri pelaku usaha sudah timbul
pencitraan negatif kepadaingtitus pemberi layanan
ijin usaha. Rendah kepercayaan pelaku usaha
kepadabirokrasi pemberi layananijin usahaakan
berelas kepadaketidakpercayaan merekakepada
ingtitus atau agend-agens publik Pemerintah Kota
Bandunglainnya

Determinan konten yang berkontribus ter-
hadap rendah/sangat rendah kepercayaan pelaku
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usaha kepada Pemerintah Kota Bandung adalah
integritas, kompetens, konsstens danloyditashbiro-
kras Pemerintah K otaBandung dalam pemberian
layananijin usaha Terhadapintegritas, kompetens,
konsstend danloyditasbirokras Pemerintah Kota
Bandung dalam pemberian layananijinusaha, peaku
usahamemiliki kepercayaan yang rendah/sangat
rendah. Birokrat yang tidak memiliki integritas (tidak
jujur dantidak benar), birokrat yang inkompeten,
birokrat yanginkonsisten, sertabirokrat yang tidak
loyal atau tidak mengutamakan atau memihak
kepadakepentingan publik ketikamemberi layanan
publik, tidak akan dipercayaoleh publik.

Karenakepercayaan publik kepada peme-
rintah adalah penting dan agar pemerintah dipercaya
oleh publik, makaintegritas, kompetens, konsis-
tend, danloyditashirokrat pemerintah dalam pem-
berian layanan publik harusditingkatkan. Itu dapat
dilakukan meaui tindakan sleks dan penempatan
sertapelatihan parabirokrat pelayan publik secara
tepat dan benar. Karenaitu dis plin mangemen sum-
berdaya manusia sektor publik sertamanagemen
pelayanan publik memiliki peranan penting untuk
membentuk dan melahirkan birokrat yang dipercaya
diasyang memiliki integritas kompetend, kongstend
serta loyalitas yang tinggi yang sesuai dengan
harapan publik, khususnya dalam pemberian
layanan publik.
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